
GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 83 TAHUN 2018

TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2019, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan
Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan



- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018
tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2015
tentang Piagam Audit Internal;

8. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019.

BAB  I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa

Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provini Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
6. Kebijakan pengawasan adalah perencanaan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang
meliputi kegiatan, fokus, sasaran dan jadwal
pelaksanaan pengawasan di lingkup Provinsi Jawa
Timur.



- 3 -

7. Pengawasan

7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan
untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah
berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah Inspektorat  Provinsi Jawa Timur,
unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian
dan inspektorat daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 mengatur:
a. kegiatan;
b. sasaran;
c. fokus; dan
d. jadwal pelaksanaan.

Pasal 3

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, disusun berbasis prioritas dan risiko.

Pasal 4

(1) Uraian kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b
dan huruf c, tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 5

(1) Pendanaan      pelaksanaan      Kebijakan      Pengawasan
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi.

(2) Pendanaan
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(2) Pendanaan kegiatan pengawasan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun 2019
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Agustus 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO


